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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN

KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : JOO TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan = peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administrasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayvanan publik;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik
wajib menetapkan standar pelayanan;

c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelavanan
Publik Lingkup Dinas Komunikasi Dan Persandian melalui

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Persandian

Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4840);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6856;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2014 Nomor 615);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Survel Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Iindonesia tahun 2017 Nomor 708);

0. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2017 Nomor 765);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 800 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 APRIL 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2024
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1 [Dinas Komunikasi dan Fasilitasi Sengketa

Persandian

2 [Dinas Komunikasi dan

Penanganan Keberatan
Informasi Publik

3 |Dinas Komunikasi dan
Persandian

Lapor SP4N
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Persandian

Pengelolaan informasi
publik
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